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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan dan Saran 

5.1.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan Akuntabilitas Proses tersebut terkait apakah prosedur yang 

digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam  system informasi 

akuntansi, sistem informasi dalam menyampaikan informasi pembayaran Iuran 

kepada peserta BPJS dan sistem informaasi administrasi berupa kelengkapan berkas 

di informasikan ke peserta BPJS, hal tersebut berkaitan dengan Akuntabilitas Proses 

menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009 :21). 

Bedasarkan Akuntabilitas program pada masyarakat untuk ikut dalam 

program BPJS Kesehatan yang diduga seperti yang terjadi pada asurasi kesehatan 

pada umumnya  tidak perlu terjadi karena BPJS Kesehatan cukup transparan dan 

akuntabel, dalam hal kelengkapan berkas untuka ketentuan persyaratan berkas pada 

program yang di lakuakn pihak RS pada peserta BPJS untuk pelaporan pada akhir 

tahun. Hal tersebut bedasarkan Akuntansi Program menurut Ellwood (1993) dalam 

Mardiasmo (2009 :21). 

Tidak berbeda jauh dengan proses Akuntabilits Kebijakan yang ada di RS 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian kebijakan atau aturan pada pengelolaan dana 

BPJS sudah sesuan dengan kebijakan pemerintah yang ada di RS Aloe Saboe dari 

segi pencatatan sudah sesuai kebijakan dan telah menggunakan kebijakan standar 

akuntansi Pemerintah.  
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Akuntabilitas atau Pertangguang Jawaban merupakan bentuk kewajiban di 

setiap aturan uantuk melakukan pencatatan pengelolaan dana BPJS, pengelolaan 

tersebut sesuai dengan aturannya tanpa di pengaruhi dari pihak luar dan harus selalu 

jujur dalam pengelolaan dana sesuai prosedur administrasi Akuntansi. 

 Akuntabilitas pengelolaan dana BPJS di RS mempunyai pelaporan yang 

sesuai dengan pencatatan bedarsarkan Kebijakan dan Aturan yang sesuai dengan 

aturan pemerintah itu sendiri, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam 

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam system informasi akuntansi, sistem 

informasi dalam menyampaikan informasi berupa kelengkapan berkas di 

informasikan ke peserta BPJS. 

 

5.1.2 Saran  

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriktif dengan paradikma 

interpretatif terdapat keterbatasan didalamnya. Berdasarkan pertimbangan 

keterbatasan yang ada pada penelitian ini di harapkan kepada peneliti selanjutnya 

agar bisa dapat mengkaji lebih mendalam lagi terkait materi Akuntansi sehingga 

dapat meneliti proses Pengelolaan dana BPJS dalam Persfektif Akuntansi di RS Aloei 

Saboe apakah sudah sesuai atauran akutansi ataupun sudah sesuai Prinsip dan Kaidah 

Akuntansi yang sebenarnya.  
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